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ABSTRAK 
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Overcapacity rata-rata Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia menyentuh angka 

188%  dengan rata-rata 30% dari jumlah Penghuni Lapas adalah Narapidana 

kasus narkotika. Berdasarkan Survey yang ada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 

A Bandar Lampung adalah Lembaga Pemasyarakatan khusus yang menampung 

Narapidana kasus Narkotika dengan jumlah Overcapacity mencapai 528%. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah upaya menanggulangi 

Overcapacity lembaga pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung dan Faktor 

Penghambat penerapan asas Ultimum Remedium dalam Menanggulangi 

Overcapacity Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung. Tujuan 

Penulisan pada Penelitian ini berfokus pada Upaya-upaya dalam menanggulangi 

Overcapacity lembaga pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung dan 

mengetahui Faktor Penghambat penerapan asas Ultimum Remedium dalam 

Menanggulangi Overcapacity Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar 

Lampung 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis 

empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer 

yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan Bapak Amaimnur 

selaku Kasbinadik Lapas Kelas II A Bandar Lampung serta melakukan 

wawancara dengan Advokat Aldo Perdana Putra dan Hakim Hendri Irawan di 

Pengadilan Negeri Lampung dan data sekunder diperoleh dari studi 

kepustakaan,kemudian dilakukan analisis yang bersifat Kualitatif. 

Hasil dari penelitian dapat diketahui Upaya Penerapan Asas Ultimum Remedium 

Dalam Upaya Menanggulangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Bandar Lampung adalah penerapan Rehabilitasi dengan diperlukannya 

pendampingan hukum terhadap tersangka penyalahgunaan Narkotika yang mana 

dalam hal Pecandu Narkotika tertangkap tangan dapat menerima hak-haknya dan 

mengupayakan hukuman Rehabilitasi sehingga dapat meminimalisir Overcapacity 

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung. Faktor-faktor 

Penghambat penerapan asas Ultimum Remedium dalam Menanggulangi 

Overcapacity Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung adalah 

Faktor-faktor Penghambat penerapan asas Ultimum Remedium dalam 

Menanggulangi Overcapacity Pada Lembaga 



Felix Silvanus C.T 

 

Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung adalah dari segi aparatur penegak 

hukum yang masih tebang pilih dalam menegakan hukum, seringkali terjadinya 

jual beli pasal dan seringkali melakukan manipulasi perkara dalam kejahatan 

Narkotika, dari segi masyarakat yang masih memiliki stigma buruk terhadap 

korban penyalahgunaan Narkotika sehingga masyarakat belum secara optimal 

mendukung program rehabilitasi dan wajib lapor bagi korban penyalahgunaan 

Narkotika yang telah diprogramkan oleh Pemerintah dan dari segi kebudayaan 

remaja dalam pergaulan yang seringkali terjerumus narkotika untuk menunjukan 

solidaritas dan dari kebudayaan masih adanya masyarakat umum menganggap 

narkotika merupakan obat bebas dan sebagai sarana menghilangan rasa jenuh. 
 

Saran dalam penelitian ini adalah, diharapkan Hakim dalam memutus perkara hendaknya 

mempertimbangan asas Ultimum Remedium sehingga korban penyalahgunaan narkotika 

yang baru pertama kali menjalani hukuman dapat menerima hukuman ringan berupa 

rehabilitasi sehingga diharapkan dapat menekan jumlah Overcapacity pada Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A  Bandar Lampung dan Aparatur Penegak dalam menjalankan 

tugasnya hendaknya menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan oleh 

ketentuan perundang-undangan dengan tidak melakukan tebang pilih, melakukan 

pemerasan terhadap tersangka, memperjualbelikan pasal, serta melakukan manipulasi 

perkara guna memberikan rasa keadilan dan menghindari over kriminalisasi yang 

berdampak pada Overcapacity pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A  Bandar 

Lampung. 

 

Kata Kunci : Ultimum Remedium, Overcapacity, Narkotika 
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I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Sebuah adagium menyebutkan bahwa hukum diciptakan untuk manusia dan 

bukan manusia diciptakan untuk hukum. Adagium ini adalah gagasan yang 

diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo yang disebut dengan teori hukum 

Progresif. Hukum ada untuk memenuhi kebutuhan manusia yang secara 

naluriah menginginkan hidup dalam suasana yang tenang dan tertib. Oleh 

karena itu disusunlah hukum berupa peraturan-peraturan dalam rangka 

mewujudkan ketertiban di masyarakat.1 Hukum semula diciptakan untuk 

menjamin, mensejahterakan, mengamankan kehidupan masyarakat. Hukum 

selalu berkembang dari zaman ke zaman. Hukum berkembang dari norma 

agama, norma susila, norma etika, norma kesopanan dan norma hukum. 

Perkembangan hukum diikuti dengan perkembangan sanksi atas hukum yang 

dilanggar.  

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor 

nederlandsch indie) mengatur tentang Pidana dan Pemidanaan. Pemidanaan 

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 10 

KUHP mengatur tentang Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, 

 
1 Ahmad Gunawan BS dan Mu'amar Ramadhan (ed) et. al., Menggagas Hukum Progresif 

 Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 10 
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Pidana Denda, dan Pidana Tutupan. pidana penjara adalah jenis sanksi yang 

paling banyak terdapat dalam KUHP termasuk Undang-undang lainnya diluar 

KUHP yang mengatur tentang sanksi pidana, dan dapat diasumsikan saat ini 

dalam setiap putusan hakim pada proses peradilan masih mengidolakan pidana 

penjara dalam amar putusannya2. 

Keinginan Negara dalam menggunakan pidana penjara dalam menanggulangi 

kejahatan tidak selalu menimbulkan dampak yang baik dan tepat. Penggunaan 

kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan justru menimbulkan 

kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan umum, dan cenderung mengarah 

kepada overkriminalisasi. Penggunaan hukum pidana secara berlebihan ini 

berlawanan dengan sifat hukum pidana sebagai "langkah terakhir" atau dikenal 

Ultimum Remedium, penggunaan kebijakan hukum pidana justru digunakan 

sebagai Premium Remedium dalam upaya negara mengendalikan perbuatan 

masyarakat. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  Pasal 

127 angka (3) mengatur bahwa, dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan 

sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib 

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. SEMA No. 4 Tahun 2010 

Tentang Penempatan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam 

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mengatur Tentang 

Perlindungan Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk ditempatkan ke dalam 

lembaga rehabilitasi. Menurut data yang didapatkan ICJR ( Institute for 

Crimanal Justice Reform), Tingkat overcapacity yang terjadi Lembaga 

 
2 Rully Novian dan Supriyadi Widodo Eddyono (ed)et. al., Strategi Menangani Overcrowding di 

 Indonesia : Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya, Jakarta, Institute for Criminal Justice 

 Reform (ICJR), 2018, hlm. 7 
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Pemasyarakatan yang ada di Indonesia 35% atau sepertiga penghuni lapas 

dihuni oleh Narapidana Pada Kasus Narkotika.  

Overcapacity rata- rata Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia menyentuh 

angka 188%  Pada Tahun 2017. Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Kota 

Bandar Lampung yakni LPKN Kelas IIA Bandar Lampung. Data yang 

dikumpulkan oleh ICJR menemukan fakta bahwa Lapas Kelas IIA Bandar 

Lampung mencapai Overcapacity dengan tingkat penghuni mencapai 528% 

yakni sebanyak 1.055 Narapidana dari kapasitas Lapas yang seharusnya 

menampung 168 Narapidana.3 Menurut data yang dimiliki oleh Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan, pada bulan Februari 2018, penghuni Rutan dan 

Lapas yang teridentifikasi sebagai tahanan dan narapidana pengguna narkotika 

hingga mencapai angka 25.223 orang.4 

Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan dapat menimbulkan banyaknya 

permasalahan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan 

yang ditimbulkan akibat Overcapacity lembaga pemasyarakatan dapat 

kaburnya narapidana atau tahanan dari sebuah Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas), terjadinya kerusuhan dari dalam Lapas, peredaran narkotika yang 

dikendalikan dari dalam Lapas, pembakaran Lapas oleh narapidana, pungutan 

liar oleh petugas Lapas dan berbagai permasalahan lainnya. Situasi ini terjadi 

bukan semata mata hanya karena adanya kesalahan dan kekeliruan dalam 

penanganan oleh petugas Lapas atau minimnya sarana prasarana, namun terjadi 

 
3 Ibid, hlm. 33 
4 Ibid, hlm 43 
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secara kompleks antara sistem dengan pelaksanaan di lapangan dengan seluruh 

keterbatasannya.  

Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan yang lebih besar dan lebih banyak 

yang tersebar di seluruh wilayah indonesia bukanlah solusi yang tepat. 

Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan yang lebih besar akan memakan 

anggaran yang tidak sedikit. Overcapacity pada lembaga pemasyarakatan pada 

tahun 2017 telah mengakibatkan kaburnya tahanan dari Lapas Pekanbaru 

dengan cara menodongkan Pistol kepada sipir, contoh kasus lain pada Februari 

2020 Polisi mengungkap dengan penangkapan 35 gram narkotika berjenis 

sabu-sabu yang akan diedarkan di Lapas Cilegon yang dicurigai terdapat 

peredaran narkotika dikendalikan dari dalam Lapas Cilegon. 

Tujuan Utama Lembaga Pemasyarakatan adalah membina para tahanan untuk 

memperbaiki sikap dan membina moral para tahanan sebelum dikembalikan ke 

masyarakat. Overcapacity yang terjadi di Lembaga Masyarakat mengakibatkan 

tidak efisiennya tujuan utama lembaga pemasyarakatan. Hal ini dibuktikan 

banyaknya resedivis yang telah dikembalikan ke masyarakat kembali 

tertangkap melakukan tindak pidana bukan hanya tindak pidana yang pernah 

dilakukan tetapi tindak pidana baru. 

Penjabaran yang telah dituliskan diatas menjadi dasar penulisan ilmiah penulis 

dalam mencari jawaban terhadap permasalahan hukum yang terjadi di 

Indonesia. Berdasarakan penjabaran tersebut Penulis memiliki ketertarikan 

untuk mengangkat penelitian ilmiah skripsi berjudul “Analisis Penerapan 
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Asas Ultimum Remedium Dalam Upaya Penanggulangan Overcapacity 

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung” 

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan Penjabaran diatas dapat dirumuskan permasalahan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Penerapan asas Ultimum Remedium dalam upaya 

menanggulangi Overcapacity lembaga pemasyarakatan Kelas II A Bandar 

Lampung? 

2. Apakah Faktor-faktor Penghambat penerapan asas Ultimum Remedium 

dalam Menanggulangi Overcapacity Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Bandar Lampung? 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun Ruang Lingkup dari penelitian ini adalah berkaitan dengan kajian –

kajian bidang Hukum Pidana pada umumnya dan pada khusunya berkaitan 

dengan pelaksanaan asas Ultimum Remedium dalam mengatasai Overcapacity 

pada Lembaga Pemasyarakatan.  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

 1.  Tujuan Penelitian 

  Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 
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a. Untuk mengetahui Penerapan asas Ultimum Remedium dalam upaya 

menanggulangi Overcapacity lembaga pemasyarakatan Kelas II A 

Bandar Lampung 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor Penghambat penerapan asas Ultimum 

Remedium dalam Menanggulangi Overcapacity Pada Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Bertitik tolak dari tujuan penelitian ini, maka terdapat dua kegunaan yaitu 

dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu: 

 

a.  Kegunaan Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu 

hukum pidana dan sebagai sumber referensi khususnya yang berkaitan 

dengan faktor penerapan Ultimum Remedium terhadap Pelaku tindak 

pidana dalam rangka menanggulangi Overcapacity lembaga 

pemasyarakatan di Indonesia. 

 

b.  Kegunaan Praktis 

 Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai sumbangan 

pemikiran Bagi penegak hukumdalam hal melaksanakan tugas sesuai 

kewenangan terutama dalam permasalahan yang berkaitan dengan 

pertimbangan hukum dalam penerapan Ultimum Remedium terhadap 

pelaku tindak pidana. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau 

dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.5Berdasarkan 

pernyataan di atas maka kerangka teoritis  yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Teori Ultimum Remedium dan Teori Pemidanaan. 

 

 1.  Teori Ultimum Remedium 

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan 

kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut 

diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi 

yang bersangkutan. Van Bemelen berpendapat bahwa yang membedakan 

antara hukum pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi hukum pidana 

merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga 

pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban 

kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum 

pidana itu sebagai Ultimum Remedium, yaitu usaha terakhir guna 

memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan 

tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena 

sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana 

sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika 

sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi. Istilah Ultimum Remedium 

digunakan oleh oleh Menteri Kehakiman Belanda, Mr. Modderman.6 

 
5Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1986. hlm. 103  
6 P.A.F Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, 

hlm. 17-19 
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Merurut Modderman dalam rangka pembahasan rancangan KUHP (Kitab 

Undang–Undang Hukum Pidana), yang antara lain menyatakan bahwa : 

1. Pertama Asas tersebut ialah bahwa yang boleh dipidana yaitu mereka 

yang menciptakan “onregt” (perbuatan melawan hukum). Hal ini 

merupakan condito sine qua non. 

2. Kedua adalah bahwa yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-

pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan 

dengan cara-cara yang lain. Hukuman itu hendaklah merupakan suatu 

upaya yang terakhir.7 

 

Pendapat ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Remmelink, bahwa 

pidana sebagai hukum yang bersanksi tajam pada asasnya hanya akan 

dijatuhkan, apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan 

telah tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya dipandang tidak cocok.8 

Dengan demikian, jika pihak penguasa berpendapat bahwa tujuan-tujuannya 

dapat dicapai dengan mendayagunakan peraturan-peraturan di bidang 

keperdataan, administratif, hukum disipliner atau pengaturan 

kemasyarakatan faktual lainnya, maka hukum pidana baik untuk sebagian 

maupun keseluruhan tidak akan difungsikan.9 

 

Menurut Pandangan  De Bunt, Ultimum Remedium mempunyai tiga 

pengertian, yaitu:  

 

1. Pertama, hukum pidana hanya diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan 

yang sangat tidak benar secara etis. Pada tahun 1989, Menteri kehakiman 

Belanda pernah menyatakan bahwa hukum pidana pada umumnya harus 

dilihat sebagai Ultimum Remedium. Artinya, bahwa perbuatan beratlah 

yang harus ditanggulangi oleh hukum pidana. Dalam hal ini, pengertian 

 
7 Ibid. 
8 Jan Remmelink, Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang 

Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.15 
9 Ibid. 
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Ultimum Remedium diartikan secara klasik; hukum pidana secara khusus 

merupakan instrumen penegakan hukum yang khusus. Harus dicegah 

bahwa obat jangan lebih berat daripada kejahatan. Hukum pidana 

merupakan alat yang sangat berat karena ciri khas pidana adalah nestapa 

yang dengan sengaja dikenakan. Oleh karena itu, hukum pidana harus 

dipandang sebagai Ultimum Remedium.10 

2. Kedua, Ultimum Remedium menurut De Bunt adalah dalam arti harfiah, 

yaitu alat (obat) yang terakhir. Hal ini dikemukakan oleh Menteri 

Kehakiman Belanda De Ruiter yang menyatakan bahwa hukum pidana 

sebagai alat yang terakhir. Hukum pidana menjadi obat yang terakhir 

karena membawa dampak sampingan yang merugikan. Hukum pidana 

menyinggung sangat dalam terhadap kehidupan pribadi terpidana 

(perampasan kemerdekaan, proses acara dengan alat paksa,dan 

noda).11Hukum pidana sebagai obat terakhir juga dikemukakan oleh 

Sudarto. Menurut Sudarto, hukum pidana hendaknya baru diterapkan jika 

sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa 

hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidiair (asas subsidiaritas).12 

3. Ketiga, pengertian Ultimum Remedium yaitu pejabat administratiflah 

yang pertama-tama harus bertanggung jawab. Jika pejabat administratif 

dipandang sebagai yang pertama-tama bertanggung jawab, dan oleh 

karena itu berarti bahwa kekuasaan yustisial ditempatkan sebagai 

Ultimum Remedium. Pejabat administratif harus bereaksi terlebih dahulu. 

Pejabat yang memberi ijin harus terlebih dahulu memberi sanksi jika ijin 

dilanggar. 

 

Pidana sebagai Ultimum Remedium, terkait dengan apa yang dikemukakan 

oleh Sudarto, bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan sangat kompleks 

dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana 

mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulanginya. 

 
10 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 69. 
11 Ibid. 
12 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 22. 
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Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala dan 

bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.13 Seperti 

yang telah dipaparkan bahwa sanksi pidana merupakan “obat terakhir” 

(Ultimum Remedium) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan 

hukum. “Obat terakhir” ini merupakan jurus pamungkas jika mekanisme 

penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif. Namun, dalam 

perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa 

kasus tertentu bergeser kedudukannya. Tidak lagi sebagai Ultimum 

Remedium melainkan sebagai primum remedium (obat yang utama). 

Ketentuan pengaturan mengenai sanksi pidana sebagai primum remedium 

ini dapat dilihat dalam berbagai undang-undang terkait pidana. 

 

 2.  Teori Pemidanaan  

 Istilah Pemidanaan berasal dari kata pidana yang dalam bahasa belanda 

disebut starf, yang berarti hukuman. Namun oleh beberapa sarjana, istilah 

starf ini berbeda arti dengan istilah recht yang berarti hukum. Menurut 

Simons sebagaimana dikutip oleh P. A. F. Lamintang, pidana atau straf 

adalah suatu penderitaan yang oleh Undang –Undang pidana telah dikaitkan 

dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan 

hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.14 

 

 Bahwa secara umum dapat didefinisikan bahwa pidana sebagai suatu bentuk 

penderitaan yang sengaja dijatuhkan / diberikan oleh negara kepada 

seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas 

 
13  Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek KebijakanPenegakan dan Pengembangan Hukum 

 Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 44. 
14   Op. Cit., P. A. F. Lamintang, Dasar –Dasar Hukum Pidana, hlm. 48 
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perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus 

larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar 

feit).Berdasarkan berbagai pendapat di atas, bahwa pidana mengandung 

unsur –unsur sebagai berikut :15 

1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau 

nestapa atau akibat –akibat lain yang tidak menyenagkan 

2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 

memiliki kekuasaan (orang atau lembaga berwenang) 

3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang penanggung jawab tindak pidana 

menurut undang –undang. 

 

Di samping itu yang dimaksud dengan pemidanaan merupakan tindakan 

yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa, sebagaimana 

menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari 

kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman 

atau memutuskan tentang hukumannya (berechten). Pemidanaan dijelaskan 

sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi/realisasi 

dari ketentuan pidana dalam Undang-undang yang merupakan sesuatu yang 

abstrak.16 

 
Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan 

suatu pemidanaan, yaitu :17 

1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri 

 
15  Muladi dan Barda Nawawi Arief,  Teori –Teori dan Kebijakkan Pidana, Alumni, Bandung,     

2005, hlm. 4 
16   Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,   

2006, hlm. 6 
17   Ibid. 
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2) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan –

kejahatan  

3) Untuk membuat penjahat –penjahat tertentu menjadi tidak mampu 

untuk melakukan kejahatan –kejahatan yang lain, yakni penjahat –

penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. 

 

3.  Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum  

 

Pemidanaan tidak terlepas dari Proses Penegakan Hukum. Penegakkan 

hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan 

hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang 

dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.18 

Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi beberapa faktor 

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya 

terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang 

saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari 

efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:  

1. Hukum (undang-undang)  

2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum.  

3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  

4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.  

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup19 

 

 
18  Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan hukum, Sinar Baru, Bandung ,1983, hlm 24 
19 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo 

Persada,Jakarta,  2007, hlm 5 
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2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan 

dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.20 kumpulan arti-arti yang berkaitan 

dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun 

empiris. Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman 

dalam melakukan penelitian, maka disini akan dijelaskan tentang pengertian 

pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan 

batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah 

yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

 

a. Analisis adalah upaya memecahkan suatu permasalahan berdasarkan 

prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehinggah hasil analisis dapat 

diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.21 

b.  Penerapan adalah Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, 

baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai 

tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara 

atau hasil.22 

c. Ultimum Remedium adalah asas dalam hukum pidana, dimana pemidanaan 

atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan 

hukum.23 

 
20  Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers,Jakarta, 2009, hlm 

 22 
21  Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 54. 
22  Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Efektifitas Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 

 2010. hlm. 1487 
23  Kukuh Subaktyo. “Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut 

 Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor 32 
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d. Penanggulangan adalah proses menanggulangi, bersarkan definisi dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sering disebut dengan istilah 

menanggulangi yakni memiliki persamaan kata dengan mengatasasi atau 

menghadapi24 

e. Overcapacity atau Overcrowding menurut ICJR adalah peristiwa dimana 

terjadinya situasi krisis akibat kepadatan penghuni lapas.25 

f. Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka (3) mengatur bahwa lembaga 

Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana 

dan Anak Didik Pemasyarakatan sedangkan pada Pasal 1 angka (1) 

memberikan pengertian pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan 

pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, 

kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem 

pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 

  

E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan 

tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh 

gambaran menyeluruh tentang penelitian ini yang terditi dari 5 bab, yaitu 

 

 

 

 

 
 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Jurnal 

 Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015. Unissula, Demak, 2015, hlm.211. 
24  https://kbbi.web.id/penanggulangan 
25  Novian, Rully dan Supriyadi Widodo Eddyono (ed)et. al., Strategi Menangani Overcrowding 

di Indonesia : Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya, Institute for Criminal Justice Reform 

(ICJR),  Jakarta. 2018 hlm. iv 
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I.  PENDAHULUAN 

 Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi 

permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan 

penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami 

pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang 

merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan 

sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek. Bab ini berisikan 

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkaraa, Asas Ultimum 

Remedium, Tindak pidana, dan Lembaga Pemasyarakatan. 

III. METODE PENELITIAN 

 Merupakan bab yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang 

digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode 

pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Merupakan jawaban atas pembahasan dari masalah yang akan dibahas yaitu 

Analisis penerapan Ultimum Remedium Dalam Upaya Penanggulangan 

Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan.  

V. PENUTUP 

 Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu 

merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan 

dengan permasalahan yang ada. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Pidana 

 

Tatanan hukum mengenal adanya asas Ultimum Remedium yang merupakan 

salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang 

menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam 

hal penegakan hukum. Ultimum Remedium sebagai alat terakhir, Artinya bahwa 

sanksi pidana dapat digunakan apabila sanksi-sanksi yang lain sudah tidak 

dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.Ketentuan sanksi pidana dalam 

suatu Undang-Undang diberlakukan sebagai sanksi yang terakhir setelah sanksi 

administratif maupun sanksi perdata tidak dapat ditempuh lagi. Upaya ini 

ditujukan agar dalam proses hukum pidana yang cukup panjang, korban 

maupun pelaku kejahatan dapat memperoleh keadilan dan memberikan 

kepastian hukum.  

 

1. Pengertian dan Perkembangan Ultimum Remedium  

 

Ultimum Remedium digunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda untuk 

menjawab pertanyaan seorang anggota parlemen bernama Meckay dalam 
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rangka pembahasan rancangan KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum 

Pidana), yang antara lain menyatakan bahwa:26 

 

“Asas tersebut ialah bahwa yang boleh dipidana yaitu mereka yang 

menciptakan “onregt” (perbuatan melawan hukum). Hal ini merupakan 

condito sine qua non. Kedua, ialah bahwa syarat yang harus ditambahkan ialah 

bahwa perbuatan melawan hukum itu menurut pengalaman tidaklah dapat 

ditekan dengan cara lain. Pidana itu haruslah tetap merupakan upaya yang 

terakhir. Pada dasarnya terhadap setiap ancaman pidana terdapat keberatan-

keberatan. Setiap manusia yang berakal dapat juga memahaminya sekalipun 

tanpa penjelasan. Hal itu tidak berarti bahwa pemidanaan harus ditinggalkan, 

tetapi orang harus membuat penilaian tentang keuntungan dan kerugiannya 

pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih 

jahat dari pada penyakit”  

 

Penggunaan dalil Ultimum Remedium ini diperlukan untuk mempertimbangkan 

dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam 

dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan 

Hukum Pidana. Berkaitan dengan karakteristik hukum pidana dalam konteks 

Ultimum Remedium ini bahwa penegakan hukum pidana dengan sanksi yang 

keras dan tajam tetap harus diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi 

penderitaan bagi pelaku dan mengenai penerapan Ultimum Remedium dalam 

penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat mengakomodasi kepentingan 

pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu kepada penerapan prinsip 

 
26 Marchelino Christian Nathaniel, Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi 

Antara Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Administrasi, Jurnal Lex Crimen Vol. VII/No. 

8/Okt/2018, Unsrat, Menado, 2018, hlm. 161. 
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penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (Ultimum Remedium) 

tersebut sangat mendukung pelaku tindak pidana, karena sebelum sanksi 

pidana yang keras dijatuhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi 

administrasi dan sanksi perdata didahulukan sehingga ketika fungsi sanksi – 

sanksi hukum tersebut kurang baru dikenakan sanksi pidana. Namun melihat 

sisi lainnya melalui pendapat Van Bemmelen bahwa penerapan Ultimum 

Remedium ini harus diartikan “upaya” (middel), bukanlah sebagai alat untuk 

memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan upaya 

untuk memulihkan keadaan yang tidak tenteram di dalam masyarakat, yang 

apabila tidak dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu, dapat menyebabkan 

orang main hakim sendiri. 

 

Penataran dapat diatas disumpulkan bahwa sanksi pidana merupakan “obat 

terakhir” (Ultimum Remedium) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan 

hukum. “Obat terakhir” ini merupakan jurus pamungkas jika mekanisme 

penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif. Namun, dalam 

perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksipidana dalam beberapa kasus 

tertentu bergeser kedudukannya. Tidak lagi sebagai Ultimum Remedium 

melainkan sebagai primum remedium (obat yang utama). Ketentuan pengaturan 

mengenai sanksi pidana sebagai primum remedium ini dapat dilihat dalam 

Undang-Undang mengenai terorisme dan tindak pidana korupsi. Dari 

perspektif sosiologis hal ini dikarenakan perbuatan yang diatur dalam dua 

Undang-Undang tersebut merupakan tindakan yang “luar biasa” dan besar 

dampaknya bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini tidak lagi 

mempertimbangkan penggunaan sanksi lain,  karena mungkin dirasa sudah 
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tepat apabila langsung menggunakan atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap 

para pelaku tindak pidana tersebut. Dan kini faktanya sanksi pidana itu bukan 

merupakan “obat terakhir” (Ultimum Remedium) lagi, banyak perbuatan-

perbuatan yang bertentangan dengan aturan Undang- Undang yang berlaku dan 

masyarakat merasa dirugikan, maka yang diberlakukan adalah sanksi pidana 

sebagai pilihan utama (premium remedium). Misalnya penjatuhan sanksi 

pidana terhadap pelaku yang melakukan pencurian atau perbuatan melawan 

hukum lainnya, adalah tidak mudah untuk menerapkan sanksi pidana sebagai 

Ultimum Remedium bagi mereka, mengingat adanya Overcapacity pada 

lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang rata-rata sepertiga dari 

penghuninya adalah narapidana pada kasus penyalahgunaan narkotika, 

sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

mengatur adanya hukuman pidana berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika.  

 

Vonis penjara yang dijatuhi terhadap pengguna narkotika lebih sering 

dilakukan dibandingkan dengan rehabilitasi, kemudian kebiasaan akan vonis 

yang dijatuhkan kepada korban penyalahgunaan narkotika mengubah 

pandangan masyarakat menganggap keadilan tidak ditegakkan apabila 

Pengguna narkotika yang melakukan kejahatan tidak dipidana, dan masyarakat 

menganggap bahwa siapapun yang melakukan suatu tindak pidana maka wajib 

dikenai sanksi berupa pidana penjara agar pelaku jera dan tidak mengulangi 

perbuatannya, hakim masih sering menganggap Korban penyalahgunaan 

narkotika sebagai penjahat yang harus dibalas agar jera dan tidak mengulangi 

perbuatannya. 
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Penjabaran diatas dapat disimpulkan, bahwa dalam perkembangannya 

penerapan dalil Ultimum Remedium ini sulit diterapkan karena masih banyak 

mengalami kendala kendala, dan faktor-faktor lain salah satunya adalah karena 

hukum pidana memiliki Undang-Undang yang mengatur setiap tindak 

kejahatan dan pelanggaran dan tentunya di dalam penerapan sanksi hukum 

pidana tersebut tidak mengenal kompromi atau kata damai. Asas Ultimum 

Remedium juga mengandung unsur tujuan agar penjatuhan sanksi pidana dapat 

diberikan kepada orang yang tepat, karena pelaku tindak pidana juga memiliki 

hak asasi manusia diantaranya hak untuk memperoleh keadilan, hak hidup, dan 

hak unuk memperbaiki diri. 

 

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana  

1. Pengertian Tindak Pidana. 

Macam istilah tindak pidana yang digunakan dalam buku-buku yang di tulis 

oleh para ahli hukum pidana Indonesia sejak jaman dahulu hingga jaman 

sekarang. Semua istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa 

Belanda: “Strafbaar feit”, sebagai berikut: 

 a)  Delik (delict) 

 b) Peristiwa pidana (E.Utrecht) 

 c)  Perbuatan pidana (Moeljatno) 

 d)  Perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum 

 e)  Hal yang diancam dengan hukum 

 f)  Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum 

 g) Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang 

 sampai sekarang). 
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Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Mengenai 

pengertian tindak pidana (Strafbaar feit) beberapa sarjana memberikan 

pengertian yang berbeda sebagai berikut: 

a)  Pompe 

 Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu: 

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang 

dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana 

untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan 

umum. 

2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh 

peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat 

di hukum. 

b)  Simons 

Tindak pidana adalah “kelakuan/handeling yang di ancam dengan pidana, 

yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan 

yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”. 

c)  Vos  

Tindak  pidana adalah “suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh 

peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya 

dilarang dengan ancaman pidana”. 

d) Van Hamel 

 Tindak pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet 

 (undang-undang), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan 

 dilakukan dengan kesalahan”. 
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e)  Moeljatno 

 Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah “perbuatan yang dilarang oleh 

 suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 

 pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”. 

 

f)  Wirjono Prodjodikoro 

 Tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 

 hukuman pidana”27 

 

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan para ahli hukum diatas, 

penulis memberikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan 

seseorang dimana bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. 

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu: 

a. Unsur objektif 

Unsur yang terdapat di luar si pelaku unsur-unsur yang ada hubungannya 

dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si 

pelaku harus dilakukan, terdiri dari: 

1) Sifat melanggar hukum; 

2) Kualitas dari si pelaku; 

3) Kausalitas.  

 

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu 

kenyataan 

sebagai akibat. 

 
27  Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas –Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana 

 Indonesia, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm 69-71 
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 b. Unsur subjektif 

 Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang 

dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu 

yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari: 

1)  Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 

2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Angka 

(1) KUHP; 

3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan 

pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya; 

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP 

Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.28 

 

 Simons seorang penganut aliran monistis memberikan unsur-unsur tindak 

 pidana sebagai berikut: 

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarkan); 

b. Diancam dengan pidana; 

c. Melawan hukum; 

d. Dilakukan dengan kesalahan; 

e. Orang yang mampu bertanggungjawab. 

 

 

3.  Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Tindak Pidana memiliki jenis yang dapat digolongkan menjadi beberapa hal, 

adapun golongan jenis-jenis tindak pidana adalah: 

 

 a. Kejahatan dan Pelanggaran 

 

Kejahatan merupakan rechtsdelict atau delik hukum dan pelanggaran 

merupakan wetsdelict atau delik undang-undang. Delik hukum adalah 

pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya 

 
28 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 50-51 
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perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan lain-lain. 

Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh 

undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM (surat izin 

mengemudi) bagi pengendara kendaraan bermotor dijalan umum.29 

 

 b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil 

 Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian 

rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu 

adalah melakukan suatu perbuatan. Perumusan tindak pidana formil tidak 

memerhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu 

dariperbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada 

perbuatannya. Misalnya pada tindak pidana pencurian untuk 

penyelesaiannya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan 

mengambil. Tindak pidana materiil inti larangan adalah menimbulkan 

akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat 

yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana. Misalnya 

pada pembunuhan inti larangan adalah menimbulkan kematian orang, dan 

bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul. Untuk 

penyelesaian tindak pidana ini digantungkan pada timbulnya akibat bukan 

pada selesainya wujud perbuatan.; 

 

 c.  Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian 

Tindak pidana sengaja atau (doleus delicten) adalah tindak pidana yang 

dalam rumusannya mengandung unsur kesengajaan. Disamping tindak 

 
29 Ibid, hlm 58 
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pidana yang secara tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan, misalnya 

Pasal 362 (maksud), Pasal 338 (sengaja), Pasal 480 (yang diketahui). 

Semantara itu tindak pidana kelalaian(culpose delicten) adalah tindak 

pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaiaan dan kurang hati-hati. 

Tindak pidana yang mengandung unsur kelalaian ini, misalnya Pasal 114, 

Pasal 359, dan Pasal 360; 

 

 d. Tindak Pidana Aktif (Delik Commisionis) dan Tindak Pidana Pasif (Delik 

 Omisionis) 

Tindak pidana aktif (delicta commisionis) adalah tindak pidana yang 

perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga 

perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya 

diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat, 

misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, dan sebagainya. 

Sementara itu, dalam tindak pidana pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan 

tertentu yang mewajibkan seseorang di bebani kewajiban hukum untuk 

berbuat (aktif) perbuatan itu, misalnya pada Pasal 522 (tidak datang 

mengahadap ke pengadilan sebagai saksi, Pasal 164 (tidak melaporkan 

adanya pemufakatan jahat); 

 

 e.  Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan) 

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas 

dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Misalnya 

penghinaan, perzinahan, pemerasan, dan sebagainya. Sedangkan delik biasa 



26 

 

adalah tindak pidana yang penuntutannya tidak diisyaratkan adanya 

pengaduan dari pihak yang berkepentingan.30 

 

 

4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana 

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang 

dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.31 

Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi beberapa faktor 

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak 

pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling 

berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas 

penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:  

1. Hukum (undang-undang)  

2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum.  

3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  

4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.  

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.32 

 

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara 

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh 

menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua 

alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu 

tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah 

 
30  Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 125- 

 132. 
31  Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan hukum, Sinar Baru, Bandung ,1983, hlm 24 
32 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo 

Persada,Jakarta,  2007, hlm 5 
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melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud dalam Pasal 

184 KUHAP adalah:  

(a). Keterangan Saksi; 

(b). Keterangan Ahli; 

(c).  Surat; 

(d).  Petunjuk; 

(e).  Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui 

sehingga tidak perlu dibuktikan.33 

  

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja 

tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan 

yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan 

tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya 

(unus testis nullus testis). Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus 

melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan 

pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat 

dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut 

untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang 

satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu 

dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan 

saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).34 

 

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan 

kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-

putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan 

yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan 

 
33 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana.Pusat 

 Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum: Jakarta.1998. hlm. 11 
34 Ibid, hlm 13 
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masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak 

ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang 

diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai 

salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman 

adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui 

putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang 

diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem 

pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau 

peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat 

bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi 

dengan integritas moral yang baik.35 

 

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, 

mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:36 

1. Kesalahan pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan syarat utama untuk 

dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-

luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan 

dan niat pelaku tindak pidana harusditentukan secara normatif dan tidak 

secara fisik. Untuk menentukan adanyakesengajaan dan niat harus dilihat 

dari peristiwa demi peristiwa, yang harusmemegang ukuran normatif dari 

kesengajaan dan niat adalah hakim. 

 

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana. Kasus tindak pidana 

mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan 

untuk dengan sengaja melawan hukum.  

 

 
35 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, (Sinar 

 Grafika: Jakarta,2010, hlm.103. 
36 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

 Kejahatan.PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001. hlm. 77 
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3. Cara melakukan tindak pidana. Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada 

unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana 

tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku 

untuk melawan hukum.  

 

4. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Pelaku dalam 

dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-

belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat 

pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua 

perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. 

 

5. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Pidana juga mempunyai 

tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk 

mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, 

membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan 

mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik 

dan berguna. 

 

6. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. 

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku 

adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi 

hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran 

untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan 

orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk 

menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. 

 

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal.Ia 

menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di 

sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya 

dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat 

hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut 

umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil.Hakimlah 

yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.37 

 

 
37Ibid,hlm 80 
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Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang 

permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pada Pasal 14 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur 

bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan 

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa 

dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.  

 

Perihal putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan 

diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat 

dikonklusikan lebih jauh bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi 

terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus 

dapat mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti 

dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan 

grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili 

perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai 

keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, 

mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari 

hakim yang bersangkutan.38 

 

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan 

dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa 

melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi 

masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. 

 
38Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007), hlm. 152-153 
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Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, 

jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang 

diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan 

ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para 

pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya. Pemidanaan 

merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang 

dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang 

yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai 

hukumannya danpemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman 

itu sendiri.39 

 

Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-

pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik 

fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif 

dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang 

diajukan dan diperiksa di persidangan. Putusan hakim atau putusan pengadilan 

merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, 

sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi 

terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus 

dapat mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti 

dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, 

dan sebagainya. Hakim dalam membuat Putusan pengadilan, harus 

memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan 

 
39Nikmah Rosidah, Asas-Asas Hukum Pidana. (Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011) 

hlm.68. 
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berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan. Salah satu hal yang 

harus dimasukkan dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan 

Pasal 197 KUHAP angka (9) adalah Pertimbangan Hukum. 

 

Jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari: 

a. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari 

tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas 

terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang 

Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa 

b. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP 

Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 

Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, 

bukan merupakan suatu tindak pidana. 

c. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan 

meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan 

kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai 

dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. 

 

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di 

mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian 

negatif, yang pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau 

kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut 

undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan 

integritas moral yang baik. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung 

dalam kebebasan hakimdalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: 

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; 

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau 

mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; 

c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas 

dan fungsi yudisialnya. 
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Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan 

mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak. 

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, 

yaitu berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan 

yang dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan 

masyarakat.40 

 

D. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan 

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk memproses atau memperbaiki 

seseorang (people processing organization), dimana input maupun output-nya 

adalah manusia yang dilabelkan penjahat.41 Yang dimaksud dengan 

pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 tentang pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan 

warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara 

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata 

peradilan pidana. 

 

Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu institusi penegakan hukum 

merupakan muara dari peradilan pidana dan sebagai tempat pelaksanaan 

hukuman penjara bagi narapidana tidak dilakukan semata sebagai sebuah 

upaya balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat karena pada 

dasarnya tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu untuk 

memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi 

 
40Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana,(Jakarta, Ghalia Indonesia, 

 2001), hlm. 19. 
41 Marlina, Hukum Penitensier, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm 11.   
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jera dan untuk membuat penjahat-penjahat tertetu menjadi tidak mampu untuk 

melakukan kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara-cara yang lain 

sudah tidak dapat diperbaiki lagi.42 

 

2.  Hak Narapidana Lembaga Pemasyarakatan 

Mewujudkan Keadilan dalam sistem lembaga pemasyarakatan maka secara tegas 

dalam Pasal 14 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana, bahwa 

narapidana berhak:  

a.  melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;  

b.  mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;  

c.  mendapatkan pendidikan dan pengajaran;  

d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;  

e. menyampaikan keluhan;  

f.  mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang 

tidak dilarang;  

g.  mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;  

h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 

lainnya;  

i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);  

j.  mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;  

k. mendapatkan pembebasan bersyarat;  

l.  mendapatkan cuti menjelang bebas; dan  

m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

 

Hak Narapidana adalah hak yang  dimiliki narapidana yang diberikan oleh 

huku berupa kewenangan narapidana untuk mendapatkan perlindungan atas 

hak-hak yang ia miliki selama berada di Lembaga Pemasyarakatan43 

 
42 Davit. Ramadhan,“Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”, Jurnal Ilmu 

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010, hlm. 104   
43 Ruri Isabela,“Pelaksanaan Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”, Skripsi Ilmu 

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, 2011, hlm 22   
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3. Pembinaan Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan 

 

Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan  

mengatur bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, 

profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 

angka (2) tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana 

didasarkan pada beberapa hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-

Undang yang sama menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan 

berdasarkan atas:  

1. Pengayoman  

2. Persamaan perlakuan dan pelayanan  

3. Pendidikan  

4. Pembimbingan  

5. Penghormatan harkat dan martabat manusia  

6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan;  

7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang 

tertentu  

 

Uraian diatas dapat disimpulkan Pembinaan Pelaksanaan Lembaga 

Pemasyarakatan didasarkan Pengayoman, Persamaan Perlakuan, Pendidikan, 

Pembimbingan, Penghormatan hak asasi, terjaminnya hak untuk tetap 

berhubungan dengan keluarga yang dikasihi dan kehilangan kemerdekaan 

merupakan satu-satunya penderitaan dari hukuman yang dijalani. 
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4. Penggolongan Kelas Lembaga Pemasyarakatan 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang 

Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 

1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga 

Pemasyrakatan (Lapas) berdasarakan ketentuan pasal 4 dibagi menjadi : 

Lapas diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu: 

 

a. Lapas Kelas I; 

b.  Lapas Kelas IIA; 

c.  Lapas Kelas IIB; dan 

d.  Lapas Kelas III 

 

Merujuk pada penggolongan Lapas, sebagaimana ketentuan diatas, dalam 

menentukan kelas-kelas daripada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) perlu dilakukan pengklasifikasian berdasarkan unsur-

unsur penilaian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan 

mengatur dalam Pasal 1 Angka 3 (tiga) bahwa “Klasifikasi UPT 

Pemasyarakatan adalah acuan dalam menentukan klasifikasi UPT 

Pemasyarakatan yang didasarkan pada unsur penilaian” 

 

Sebagaimana ketentuan dalam penilaian kelas-kelas Lembaga Pemasyarakatan 

berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian 

Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, pada point A yang 

intinya mengatur bahwa dalam menentukan kelas daripada Lembaga 
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Pemasyarakatan terdiri dari 2 (dua) Unsur Penilaian yakni, Unsur Penilaian 

Utama dan Unsur Penilaian Penunjang.  

 

Unsur Penilaian Utama  berdasarkan Point A angka 1 (satu) Lampiran 

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana 

Teknis Pemasyarakatan adalah segala unsur atau komponen yang berkaitan 

secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga 

Pemasyrakatan. Unsur Penilaian Utama sendiri terdiri dari 6 (enam) Sub Unsur 

yakni : 

a. Kapasitas hunian; 

b. Isi rata-rata hunian; 

c. Kegiatan Pembinaan Pemasyarakatan; 

d. Pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP); 

e. Kegiatan Pelayanan Pemasyarakatan; dan 

f. Kegiatan Pengamanan. 

 

Unsur Penilaian Penunjang berdasarkan Point A angka 2 (dua) Lampiran 

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana 

Teknis Pemasyarakatan adalah unsur atau komponen pendukung dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan. Unsur 

Penunjang sendiri terdiri  dari 4 (empat) Sub Unsur yakni : 

a. Sarana dan Prasarana; 

b. Sumber Daya Manusia; 

c. Anggaran; dan 

d. Sub unsur Instansi. 

 

Berdasarkan Point A angka (3) cara penghitungan berkaitan dengan penetapan 

nilai pada setiap unsur/sub unsur dan sub-sub unsur standar merupakan standar 
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untuk pembentukan penetapan/peningkatan klas Lembaga Pemasyarakatan 

berdasarkan kondisi data lapangan. 

Rumus perhitungan, yakni sebagai berikut :  

Nilai akhir = nilai unsur x bobot 

 

 Untuk menentukan klas Lembaga Pemasyrakatan dengan kriteria sebagai 

berikut : 

a. Nilai 0-25% diklasifikasikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Klas III; 

b. Nilai 26-50% diklasifikasikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB; 

c. Nilai 51-75% diklasifikasikan sebagai Lembaga Pemasyrakatan Klas IIA; 

dan 

d. Nilai 76-100% diklasifikasikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I. 

 

Adapun besarnya persentase nilai unsur Utama dibedakan menjadi beberapa 

persentase untuk mendapatkan bobot nilai : 

1. Kapasitas hunian sebesar 10%; 

2. Isi rata-rata hunian sebesar 10%; 

3. Kegiatan Pembinaan Pemasyarakatan sebesar 30%; 

4. Pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sebesar 10%; 

5. Kegiatan Pelayanan Pemasyarakatan sebesar 10%; dan 

6. Kegiatan Pengamanan sebesar 10%. 

 

 Total bobot nilai daripada nilai unsur utama adalah sebesar 80% 

 

 Adapun besarnya persentase nilai unsur penunjang dibedakan menjadi 

 beberapa persentase untuk mendapatkan bobot nilai : 

1. Sarana Prasarana sebesar 5%; 

2. Sumber Daya Manusia sebesar 5%; 

3. Anggaran sebesar 5%; dan 

4. Instansi Terkait sebesar 5%. 

 

 Total bobot nilai daripada nilai unsur penunjang adalah sebesar 20% 
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5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung 

 

 

Lembaga Permasyarakatan Narkotika kelas II A Bandar lampung merupakan 

salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) permasyarakatan yang berada dalam 

wilayah kerja Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Lampung. Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung 

Didirikan berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 2003 tentang pembentukan 

Lembaga Permasyarakatan Narkotika Pematang Santar, Lubuk Linggau, 

Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, 

Martapura, Bangli, Maros, dan Jayapura. Lembaga Permasyarakatan Narkotika 

Kelas II A Bandar Lampung telah dioperasikan pada tanggal 1 Juni 2005 oleh 

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Lampung, dengan kapasitas saat itu sebanyak 168 orang.  Pada tahun 2014 

Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung mendapat 

penambahan blok hunian baru dengan kapasitas sebanyak 500 orang, sehingga 

saat ini kapasitas yang tersedia di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas 

II A Bandar Lampung sebanyak 668 orang. Akan tetapi dengan maraknya 

narkotika yang beredar diluar membuat banyak orang yang terjerumus dengan 

obat-obatan terlarang tersebut. Sehingga pada saat ini Lembaga 

Permasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung menampung sebanyak 

1.069 orang.44 

 
44  Fitria Ridhowati.Manajemen Pembinaan Mental Spiritual Terhadap Narapidana Pada Lembaga 

Permasyarakatan Way Huwi Kabupaten Lampung Selatan. Skripsi Manajemen Dakwah, 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

2018. hlm 38-39. 
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Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung Terletak di 

Desa Way Huwi Kabupaten Lampung Selatan. Bangunan LAPAS berada di 

area seluas 22.500 m², yang meliputi Gedung Perkantoran, Poliklinik, Bengkel 

Kerja, Aula, Dapur, Masjid, Gereja, Lahan Pertanian dan Taman, dan Blok 

Hunian, Lapangan Tenis, Strak Sel, Pagar Keliling, Pos Jaga Atas 4 Lokasi, 

dan Rumah Dinas.45 

 

Lembaga Permasyarakatan Way Huwi memiliki 5 Blok Hunian, Blok A, Blok 

B, Blok C, Blok D dan E. Tiap Blok menampung jumlah Narapidana atau 

Warga Binaan yang berbeda-beda. Blok A menampung 171 Narapidana 

dengan 12 kamar, Blok B menampung 96 Narapidana dengan 12 kamar, Blok 

C menampung 154 Narapidana dengan 12 kamar, Blok D menampung 357 

Narapidana dengan 20 kamar dan Blok E menampung 291 Narapidana dengan 

20 kamar. Dengan demikian jumlah daripada Narapidana adalah sebanyak 

1.069 orang sedangkan kapasitas yang tersedianya hanya dapat menampung 

600 warga binaan.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Ibid. 
46 Ibid., hlm 44 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normative 

dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau 

bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris 

dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan 

dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.47 Pendekatan masalah yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan dua macam 

pendekatan yaitu :  

1. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang 

didasarkan pada peraturan perundangan-undangan, teori-teori, dan konsep 

yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. penelitian ini dilakukan 

dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan 

serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.  

2. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan 

informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini 

 
47 Amiruddin dan ZainalAskin, Pengantar Metode Penelitian Hukum., (PT. Raja Grafindo 

 Persada; Jakarta, 2004), Hlm., 163. 
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dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang 

mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.48 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

1. Sumber Data 

Berdasarkan sumbernya menurut Seorjono Soekanto, data bersumber dari data 

lapangan dan dari data kepustakaan.Data lapangan adalah yang diperoleh dari 

lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh 

dari berbagai sumber kepustakaan.49 

2. Jenis Data 

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini, memerlukan bahan atau keterangan 

yang terkait dengan permasalahan yang berupa data, yaitu :  

A.  Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di 

lapangan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti baik melalui 

pengamatan atau wawancara dan observasi dengan para responden yang 

berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.  

B. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan 

dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, 

doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, 

 
48  Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, hlm. 164   
49 Ibid, Hlm 164 
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mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan 

dengan permasalahan yang akan dibahas,yang terdiri antara lain: 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari 

norma-norma atau kaedah-kaedah dasar Undang-Undang, KUHP, maupun 

yang terkandung dalam hukum-hukum yang lain yang berhubungan dengan 

materi penulisan. Adapun bahan hukum Primer dalam Penulisan penelitaina 

ini adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana; 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

Republik Indonesia; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; 

6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Perubahan 

Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan; 

7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit 

Pelaksana Teknis Pemasyarakatan; 

8. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 

M.04.PR.07.03 Tahun 2003 tentang pembentukan Lembaga 

Permasyarakatan Narkotika Pematang Santar, Lubuk Linggau, Bandar 

Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, 

Martapura, Bangli, Maros, dan Jayapura. 

 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

bahan hukum primer dalam hal ini seperti yurisprudensi, teori-teori yang 

dikemukakan para ahli, keputusan-keputusan peradilan lainnya, aturan-

aturan pelaksanaan perundang-undangan dan sebagainya.  
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c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ; 

literatur, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, surat kabar, internet, dan 

lain-lain.50 

 

C. Penentuan Narasumber  

 

Populasi atau universe adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga 

berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. 

Penelitian ini yang akan dijadikan populasi adalah praktisi hukum, teoritis 

hukum serta para pelaku dalam tindak pidana ini. Sampel merupakan sejumlah 

objek yang jumlahnya kurang dari populasi.  Pada sampel penelitiannya 

diambil dari beberapa orang populasi secara purpsive sampling atau penarikan 

sampel yang bertujuan mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu. 

 

Adapun responden yang penulis jadikan sampel dalam penulisan skripsi ini 

dalam bentuk wawancara yang dilakukan kepada : 

1) Hakim Hendri Irawan di Pengadilan Negeri Lampung  : 1 orang 

2) Amaimnur Kasbinadik Lapas Kelas II A Bandar Lampung.  : 1 orang 

3) Advokat Aldo Perdana Putra di APPE & Associates   : 1 orang  

                                     Jumlah    : 3orang 

  

 

 

 

 

 
50  Soerjono Soekanto,  Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, 

Jakarta, 1994, hlm.13 
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D.  Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1.   Pengumpulan Data  

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan 

studi lapangan.  

      a.   Studi Pustaka  

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, 

membaca, mencatat,dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-

undangan yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian 

ini. 

       b.   Studi Lapangan  

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah 

direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah mengajukan 

pertanyaan yang telah disusun secara teratur dan mengarah pada 

terjawabnya permasalahan dalam skripsi ini. 

 

2.  Pengolahan Data  

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut :  

a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan 

dengan pembahsan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku 

atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.  

b. Klasifikasi data, yaitu hasil identikasi data yang selanjutnya 

dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.  
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c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sitematika yang telah 

ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam 

menginterpretasikan data. 

 

E.  Analisis Data 

 

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif yaitu 

analisis yang dilakukan penelitian secara deskriptif dimana dalam penelitian ini, 

analisis data tidak keluar dari lingkup sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori 

atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang 

seperangkat data, atau menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat data 

dengan seperangkat data yang lain. 

 
F.  Tempat dan Waktu Penelitian 

 

1.   Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lembaga penegak hukum yaitu di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A  Bandar Lampung, Kantor Hukum APPE & 

Associates, Pengadilan Negeri Provinsi Lampung  

2.   Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dalam skripsi ini dilaksanakan pada Tahun 2020-2021. 
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V. PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan: 

 

1. Penerapan asas Ultimum Remedium dalam upaya menanggulangi Overcapacity 

lembaga pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung adalah penerapan 

Rehabilitasi dengan upaya diperlukannya pendampingan hukum terhadap 

tersangka penyalahgunaan Narkotika yang mana dalam hal Pecandu Narkotika 

tertangkap tangan dapat menerima hak-haknya dan mengupayakan hukuman 

Rehabilitasi sehingga dapat meminimalisir Overcapacity Pada Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung.  

 

2. Faktor-faktor Penghambat penerapan asas Ultimum Remedium dalam 

Menanggulangi Overcapacity Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Bandar Lampung adalah dari segi aparatur penegak hukum yang masih tebang 

pilih dalam menegakan hukum, seringkali terjadinya jual beli pasal dan 

seringkali melakukan manipulasi perkara dalam kejahatan Narkotika, dari segi 

masyarakat yang masih memiliki stigma buruk terhadap korban 

penyalahgunaan Narkotika sehingga masyarakat belum secara optimal 

mendukung program rehabilitasi dan wajib lapor bagi korban penyalahgunaan 

Narkotika yang telah diprogramkan oleh Pemerintah dan dari segi kebudayaan 

remaja dalam pergaulan yang seringkali terjerumus narkotika untuk 
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menunjukan solidaritas dan dari kebudayaan masih adanya masyarakat umum 

menganggap narkotika merupakan obat bebas dan sebagai sarana 

menghilangan rasa jenuh. 

  

B. SARAN 

Berdasarkan uraian diatas adapun saran dalam penelitian ini adalah : 

1. Hakim dalam memutus perkara hendaknya mempertimbangan asas Ultimum 

Remedium sehingga korban penyalahgunaan narkotika yang baru pertama kali 

menjalani hukuman dapat menerima hukuman ringan berupa rehabilitasi 

sehingga diharapkan dapat menekan jumlah Overcapacity pada Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A  Bandar Lampung. 

 

2. Aparatur Penegak dalam menjalankan tugasnya hendaknya menjalankan tugas 

dan fungsi sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan 

dengan tidak melakukan tebang pilih, melakukan pemerasan terhadap 

tersangka, memperjualbelikan pasal, serta melakukan manipulasi perkara guna 

memberikan rasa keadilan dan menghindari over kriminalisasi yang berdampak 

pada Overcapacity pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A  Bandar 

Lampung. 
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